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wALI Ko皿slBOLGA

PROⅥNSI SUMAT田RA UTARA

pERATURAN WALI Ko船s工BOLGA

NOMOR 37皿HUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 7 1 TAHUN 2024

TEN船NG PENATAAN TENAGA KER↓A NON APARATUR s重p量L NEGARA

D重職NGKUNGAN pEMER重N皿H Ko払s量BOLGA

DENGAN RAHMAT TumN yANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Men血b紬g　　: a･ b血wa sehubung紬　deng紬　penataan temga non

Ap紳a山r Sipil Neg紬a yang masih dilakukan bert血ap

oleh Pemerintah Kota Sibolga d紬dik紬enaka皿adanya

beber鑓pa ketentuan yang belum termaktub di dal劃

Peratura皿Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024

tentang Penata弧Tenaga Non Aparatur Sipil Neg紬a di

Lingkungan Peme正ntah Kota Sibolgaタ　maka perlu

dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai

deng孤kcada紬/kondisi saat ini;

b･ bahwa berdasarkan pe血mbangan sebagaimana

dimaksud dalam humf a, maka perlu menetapkan

Peratur紬Wa虹Kota tentang Perubahan Atas Peraturan

W瓢i Kota Sibolga Nomor 71 Tahun　2024　tent狐g
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Lingkungan Pe皿chntah Kota Sibolga;

Mengingat　　: 1･ Undang-Undang Nomor 13　Tahun　2003　tentang

Ketenagakegiv (Lemhaan Nngara Repur此血donesin

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan I,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana tela血

diubah deng劃Undang-UndangNo皿or 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Perat冊an Peme正ntah Pen籠an轟

U皿虚血g-U皿d皿g No皿or 2 Ta血皿2022土enta皿g C吐血

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republ批Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Ta皿bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

2･ Und紬g-U皿d弧g Nomor　23　T血un　2014　tent紬g

Pene血-tahan Daerah (Lembaran Pfegara Republik

重ndonesia Nomor　244　Tahun　2014, Tambahan

Lembaran Negara Nomor　5587), sebagaimana telah

diub血beberapa kali, terakhir deng紬Und紬g-Und紬g

No皿or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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2022　tent紬g Cipta Ke垂me可adi Und弧g-Und紬g

(Lemb祉紬　Neg紬a Republik　重ndonesia Tahun　2023

Nomor　41, Tambahan Lembaran Neg釘a Republik

量ndonesia Nomor 6856) ;

3, Undang-Und劃g Nomor　20　T血un　2023　tent紬g

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun　2023　Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4･ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tent紬g Kota

Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republ並lndonesia Tahun　2024　No皿or　125,

Tambahan鵬mbaran Neg紬a Republik暮ndonesia Nomor

6947);

5･ Peratur紬Pemehntah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2018　Nomor　224, Ta皿bahan Lembaran Negara

Republ毘Indonesia Nomor 6264);

6･ Pera調ran Pe皿erintah Nomor 12 Tahun 2019 tent紬g

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo｢ 42, T劃bah孤

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 6322);

M巴MUTus恥N :

: PERATURAN WALI KOTA TEN皿NG PERUBAHAN ATAs

pERATURAN wAL量　Ko皿　s重BOLGA NOMOR　7i TAHUN

2024　TEN皿NG PENATAAN TENAGA KER｣A NON

APA払TUR s重p重しNEGARA DI L重NGKUNGAN PEMERINTAH

Ko皿s工BOLGA.

PasalI

Beberapa ketentu紬d瓢am Peraturan Wali Kota Sibolga

No皿or 71 Tahun 2024 tentang Penata狐Tenaga Ke重ja Non

Aparatu-r S車l Neg紺a di Li.ngkung劃　Pemerintal Ko也

Sibolga (Behta Daerah Ko屯Sibolga Tahun 2024 Nomor

62 i) , diubah sebagai berikut:

1･ Ketentuan angka 10 Pasal 1 dihapus d紬dit劃bahka皿1

(satu) angka yakni angka (1 1), sehirlgga P館al 1 berb耽yi

sebagai behkut:　　　　　　　　　ヽ



Pasd1

D瓢am Peratur紬Wali Kota ini, y狐g dimaksud de皿g紬:

1･ Kota adalah Kota Sibolga･

2･ Pc皿e正ntah Daer血ad心血Pemer血tah Kot盆Sibolga･

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Per粕gkat Da排ah -adi血perangkat da軸ah peda

pemerintah daerah yang berねnggu皿g jawab kepada

W亜　Kota dalam rangka penyelen蟹araan

pe皿ehntahan daerah.

5･ Apa｢atur Sipil Neg紬a yang sela可utnya disebut ASN

皿erupakan pega珊ai y狐g hckeヰa peda ins,tarsi

pe皿erintah baik di tingkat pusat maupun daerah,

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawal Pemerintah dengan perjanjian Kelja.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS

m貧細工p且k劃　Pegawai Apm土田　S車il Neg紬a yang

diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina

Kepegawalan dan memiliki nomor induk pegawai

secara nasiona量.

6･ Pegaw証Peme轟ntah dengan pe巧a巾i紬Ke章ja y紬g

selanjutnya disebut PPPK merupakan Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang dia皿gkat sebagai pegawai

dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina

Kepegawa王an sesuai dengan kebutuha皿lnst劃si

Pemerintah dan ketentu孤Und紬g葛Und狐g･

7. Pegawai non Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya

disebut pegawai Non ASN adalah pegawai selain

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerinta血dengan

Pe重ja可ian Ke重ja yang diangkat berdas紬kan

Peljanjian Kelja untuk jangka waktu tertentu dalan

membantu tugas kedinasan dan pelayanan publik di

Lingkungan Pe皿ehntah Kota Sibolg乱

8･ Tenaga Honorer Kateg〇五重量sela可utnya disingkat THK

量量mempakan status tenaga honorer yang memenuhi

khte轟a te轟entu dan tcrda請ar dalam database Bada皿

Kepegawaian Negara.

9･ Tenaga aHh day貧atau temga outsourcing ad瓢ah

tenaga kelja yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah

Kota Sibolga yang bertugas untuk peke重jaan tertentu

yang perekmtan dan pengelolaannya melalui jasa

pihak ketiga.

10･ D瓢apus.

1 1･ Tenaga bantu adalah tenaga yang dipeke巧akan oleh

Pemerintah Daerah dcng弧pe寄a互ian ke寄a te正entu

dan j紬gka waktu tertentu serta didanai me田近

APBD Kota Sibolga.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbnnyi託bagai berikut:

Pasal2

(1) Maksud Peraturan Wali Kot貧　血i adalah untuk

memherikan ar血kebijaka,n d紬kepastian sta-tug

tenaga non ASN di Lingkungan Pemehntah Kota

Sibolga.

(2) T可u孤　Peraturan Wali Kota ini adalah untuk

mengatur kebutuhan dan pengadaan Tenaga alih

ぬya a亡au　鵬血a筈a o血∞皿i皿g遭紬/a土au Te皿aga

Bantu dala皿　rangka pelaks紬a狐　tugas-tugas

kedinas劃　pada selumh Perangkat Daerah dan

pelayan紬publik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal6

(i) Dalam hal pelaksanam PPPK pamh waktu
託bagaimana dimakend dalan Pasal 5 belum cukup

atur紬yang mengatu重叫ya, maka untuk penataan

Pegawai Non ASN dimaksud dapat dil盈kukan dengan

pengadaan tenaga alih daya atau tenaga outsourcing

dan/atau perekn1tan jasa tenaga bantu.

-(2) Pengadca,n tenaga alih -daya atau te腿ga -ou-tsou-rcing

dan/atau tenaga bantu wajib memperhatikan:

a･ perencanaa皿;

b･ jumlah kebutuhan;

c･ kemampuan keuang孤daerah; dan

-d..dampak sosial.

(3) pengadaan tenaga alih daya atau tenaga outsourcing

dilakukan melalui penyedia jasa tenaga alih daya

atau tenaga outsourcing dengan sistem e-purchasing

atau melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan

pemturan p針undrg- undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal tenaga alih daya

atau tenaga outsourcing dan/atau tenaga kontrak

sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) diatur lebih

la垂ut d血孤Peratur紬Wali Kota,

(5) Perekmtan jasa tenaga bantu dilaksanakan me胤ui

seleksi dengan mempertimbangka皿　kebutuha皿

Perangkat Daerah dan jumlah fbmasi yang tersedia.

(6) Ketentu紬leb血la巧ut mengenai tenaga b劃tu

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur lebih

la車ut dalam Peraturan W粗i Kota.



Pasalll

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Ag紬　setiap or劃g mengetahuinya,　memerintahk紬

pengunda鴎捜n PsI.aturan Wadi Kota ini dengan

penempatamya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkaan di Sibolga

Pa血a tangal 09.Ju血2025

WALI Ko恥s重BOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga

P盆da ta堆整粗09 Ju五色02与

plt･ sEKRE皿R量s DAE孤H Ko耽slBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BER工船DAERAH Ko船s事BOしGA皿HUN 2o25 NOMOR 666

NIP,19810705 200804 1 001


